BAB V

HASIL PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penertiban Warung Liar Di Area RSUD dr. Soedomo

Trenggalek

Untuk menciptakan tertib aset yang merupakan salah satu aspek dari
terciptanya ketertiban umum, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk
mengambil kebijakan dengan menertibkan para pelaku pelanggaran. Salah
satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pemanfaatan tanah aset pemda yang
dilakukan untuk mendirikan warung liar tanpa izin dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat tertib aset telah diatur dalam pasal 34 ayat (1) berbunyi :"

“Setiap orang, Badan atau lembaga dilarang memanfaatkan,
menggunakan, memakai, menguasai, merusak, menambah dan/atau
menghilangkan Barang Milik Daerah yang meliputi tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap
lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan kecuali memperoleh izin dari
Bupati.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dilarang memanfaatkan atau
menggunakan barang milik daerah yang dalam hal ini adalah golongan tanah.
Akan tetapi di Kabupaten Trenggalek, lahan yang berada di area sekitar

RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dialih fungsikan sebagai tempat

" Pperaturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 34 ayat (1)
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untuk melakukan kegiatan usaha atau berdagang. Selain melanggar Peraturan
Daerah sesuai pasal di atas, hal tersebut juga mengganggu dalam berbagai
aspek seperti kenyamanan, ketertiban, dan tata kelola.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala
Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak
Sigit Wahyuadi, dapat diketahui bahwa: Dalam rangka menertibkan
pelanggaran yang telah terjadi, pemerintah daerah telah mengambil kebijakan
dengan menyetujui dan mengizinkan perencanaan yang telah diusulkan oleh
pihak RSUD selaku pejabat pengguna Barang Milik Daerah (BMD) kepada
pejabat pengelola BMD. Isi dari perencanaan kebijakan tersebut adalah
bahwa para pedagang akan dipindahkan atau direlokasi ke dalam wilayah
RSUD vyaitu di dalam pagar RSUD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
ini. Diharapkan dengan dipindahkannya para pedagang tersebut, tata letaknya
akan lebih tertata karena adanya master plan rumah sakit. Keamanan juga
dipastikan lebih terjamin karena ditetapkan sesuai standar pelayanan dari
rumah sakit. Dengan dilaksanakannya kebijakan ini, tanah aset yang berada
di sebelah barat RSUD dr. Soedomo Trenggalek dapat diamankan, sehingga
dapat digunakan untuk kepentingan pemerintahan sesuai dengan seharusnya.

Hambatan yang diungkapkan oleh Bapak Sigit terkait sulitnya
penertiban ini yang pertama adalah tidak adanya suatu ikatan perjanjian
sehingga untuk menindak para pedagang terkesan sulit. Hambatan yang
kedua adalah karena tidak adanya solusi bagi para pedagang tersebut untuk

berpindah tempat. Pemerintah daerah memang diharuskan untuk memikirkan
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secara matang mengenai penanganan permasalahan tersebut karena alasan
kemanusiaan sehingga untuk melakukan penggusuran pun harus sudah
memiliki solusi terkait perelokasian para pedagang.®® Peneliti memahami
bahwa tanpa adanya solusi yang ditemukan, maka pengusiran para pedagang
dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah baru, misalnya berpindah
tempat untuk berjualan ke area yang berpotensi menimbulkan kemacetan atau
yang lainnya yang mana lebih berpotensi tinggi untuk mengganggu
ketertiban.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap mereka juga menyebabkan
sulitnya penertiban dilakukan. Sesuai dengan penjelasan Bapak Sigit bahwa
seharusnya edukasi dari pemerintah juga perlu diberikan guna menegakkan
peraturan, yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak RSUD

baik dari segi kesehatan maupun ketertibannya.®*

B. Tertib Aset Dalam Pemanfaatan Tanah Aset di Area RSUD dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek
Dalam rangka menciptakan Kabupaten Trenggalek yang tertib dan
tentram, sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang merupakan kewajiban dan

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.37 WIB.

8 Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.37 WIB.
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wewenang Pemerintah Daerah. Dasar aturan dalam kewajiban dan wewenang
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
Pasal 3 Tentang Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah®

1. Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dalam daerah.

2. Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

3. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.

Pasal 4 Tentang Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah®

Sebagai upaya menciptakan ketenteraman masyarakat, Bupati berwenang dan
bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. tindakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban;
b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan
kantor; dan
c. pemantauan dan monitoring.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 3 dijelaskan
bahwasanya mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam
daerah merupakan tugas dari Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Pasal 4
Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan tindakan
pencegahan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban, selain
itu juga melakukan perlindungan dan pemantauan terhadap masyarakat,

fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor guna menumbuhkan dan

82 Pperaturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 3.
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 4.
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mengembangkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tanggung jawabnya
dalam menciptakan Kabupaten Trenggalek yang tertib dan tentram.

Untuk membantu pemerintah dalam menjadikan Kabupaten Trenggalek
yang tertib dan tentram, maka hal tersebut juga membutuhkan peran serta dari
masyarakat Kabupaten Trenggalek itu sendiri. Dasar aturannya adalah
sebagai berikut:

Pasal 35 Tentang Peran Serta Masyarakat®

“Setiap orang dan/atau Badan dapat melakukan laporan kepada petugas
Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat Pemerintah Daerah terdekat
apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Pasal 36 Tentang Peran Serta Masyarakat™

1. Setiap orang dan/atau Badan yang menjadi korban terjadinya
pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berhak
melaporkan kepada petugas yang berwenang.

2. Setiap orang dan/atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 35 dan Pasal 36
dijelaskan tentang peran serta masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam
menciptakan kota yang tertib dan tentram. Menikmati kota yang tertib dan
tentram merupakan hak masyarakat Trenggalek dan setiap orang
berkewajiban menjaga ketertiban dan ketentraman Kabupaten Trenggalek.

Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran terhadap

8  Pperaturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 35.
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 36.
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peraturan daerah ini sehingga dapat mengganggu ketertiban, keindahan, dan
kebersihan Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut dibuktikan oleh berdirinya
warung tanpa izin di tanah aset pemerintah daerah yang terletak di area
RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD). Definisi BLUD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.”®®

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 23 ayat (1) disebutkan
bahwa aset berupa tanah dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan aset berupa tanah dan bangunan
BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.®’

Jadi RSUD dr. Soedomo termasuk di dalamnya tanah dan bangunan adalah

8 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 1 ayat (1)

8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Pasal 23 ayat (1)
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BLUD vyang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Trenggalek.

Agar terciptanya Kabupaten Trenggalek yang tertib, tentram, bersih dan
indah, maka dalam melakukan usaha atau kegiatan lain yang menggunakan
atau memanfaatkan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya dalam hal ini
adalah tanah aset, maka harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah,
sebagaimana yang tertuang dalam aturan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1) Tentang Tertib Aset®®

“Setiap orang, Badan atau lembaga dilarang memanfaatkan,
menggunakan, memakai, menguasai, merusak, menambah dan/atau
menghilangkan Barang Milik Daerah yang meliputi tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap
lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan kecuali memperoleh izin dari
Bupati.”

Mengenai pasal tersebut masyarakat dilarang untuk memanfaatkan dan
menggunakan BMD yang meliputi tanah, peralatan, gedung, dan sebagainya
kecuali memperoleh izin dari Bupati.

Sanksi yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 ini
meliputi sanksi administratif yaitu:

Pasal 39 Sanksi Administratif®

1. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9
sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21
sampai dengan Pasal 25, Pasal 29 ayat (2) sampai dengan Pasal 34
dikenakan sanksi administratif berupa:

8 Pperaturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 34.
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 39.
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teguran lisan;

teguran tertulis;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian tetap kegiatan;

pencabutan sementara izin;

pencabutan tetap izin;

denda administratif; dan/atau

sanksi administratif lain sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

S@ o oo o

Mengenai Pasal 39 dijelaskan bahwa masyarakat yang melanggar
ketertiban umum dikenai sanksi administratif sesuai dengan aturan yang
berlaku yakni teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan,
penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin,
denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada penertiban warung-warung ini sanksi administratif sudah
diterapkan yaitu dengan teguran lisan. Sedangkan untuk sanksi lainnya
misalnya pemberhentian kegiatan dan sebagainya, pemerintah daerah
mempunyai belas kasih sehingga dalam hal penggusuran pun belum pernah
dilakukan.®
Pasal 41 Tentang Ketentuan Pidana

1. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9
sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21
sampai dengan Pasal 25, Pasal 29 ayat (2) sampai dengan Pasal 34

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 10.02 WIB.
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

3. Pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dikenai
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 41 dijelaskan mengenai ketentuan pidana bagi seseorang
yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 yakni ancaman
pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).

Pimpinan RSUD dr. Soedomo selaku Kepala SKPD terkait yang
merupakan pejabat pengguna BMD memang telah berencana untuk
merelokasi para pedagang, sehingga menyangkut Pasal 41 tentang ketentuan
pidana bahwa pedagang warung yang melanggar aturan karena berjualan di
area RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang merupakan tanah aset, belum
pernah dikenai sanksi kurungan atau denda karena alasan kepentingan
kemanusiaan. Mereka para pedagang warung untuk memenuhi kebutuhan
hidup bergantung dari penghasilan berjualan. Jika mereka dikenai sanksi
kurungan, mereka tidak bisa berjualan dan tentunya tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya.

BLUD beroperasi sebagai unit kerja di lingkungan pemerintah daerah
untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan
kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
Satker-satker yang mendapatkan imbalan dari masyarakat dalam porsi yang

signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan berpotensi untuk dikelola
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lebih efisien dan efektif melalui Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-
BLUD). PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yarg
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai pengecualian dan
ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.®® Sesuai penjelasan
dari Bapak Sigit bahwa fleksibilitas yang dalam hal ini mendasari RSUD dr.
Soedomo selaku BLUD sehingga mempunyai kewenangan mengatur para
pedagang warung yang berada di area tersebut. Sehingga apabila diberlakukan
Kerja Sama Operasional (KSO) antara BLUD dengan pihak lain, maka
pendapatannya nanti menjadi pendapatan BLUD.*?

Pasal 1 angka 6 dan 7, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan
Layanan Umum, KSO adalah pendayagunaan Aset BLU/D dan/atau asset
milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU/D, melalui kerja sama
antara BLU/D dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
Pemimpin BLU/D melakukan KSO dalam rangka tugas dan fungsi pada
BLU/D, dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra yang dituangkan dalam

dalam naskah perjanjian antara pemimpin BLU/D dengan Mitra. Mitra adalah

% Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Pasal 1 ayat (2)

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan
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pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLU/D dalam rangka KSO.
Mitra bisa terdiri dari perseorangan. Tujuan pengelolaan BLU/D melalui
mekanisme KSO adalah untuk meningkatkan penyediaan pelayanan umum
kepada masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU/D
dan untuk meningkatkan pendapatan BLU/D yang dapat digunakan langsung
untuk membiayai belanja BLU/D sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA).

Dari dasar tersebut menurut penjelasan Bapak Sigit, sudah menjadi
keharusan dan kewenangan RSUD dr. Soedomo selaku BLUD untuk
melakukan perjanjian dengan pihak lain yaitu dalam hal ini adalah para
pedagang warung yang telah memanfaatkan tanah aset tersebut tanpa izin.
Beliau menjelaskan ketika rapat dengan pemerintah daerah membicarakan hal
tersebut, juga sudah jelas tentang siapakah yang berwenang memberlakukan
tarif bagi pihak lain yang ingin menggunakan tanah aset, yaitu RSUD selaku
BLUD. Namun pada kenyataannya perjanjian semacam sewa menyewa sejak
awal berdirinya warung liar tersebut hingga kini tidak diberlakukan. Beliau
juga mengakui hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesepahaman antara
RSUD dengan pemerintah daerah, yang mana pihak RSUD sendiri menurut
beliau kurang berani untuk memberlakukan tarif.%®

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa Kepala
SKPD yaitu Pemimpin RSUD selaku pejabat pengguna BMD kurang optimal

dalam mengelola aset yang berada dalam kewenangannya, sehingga tanah aset

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 10.02 WIB.
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disalahgunakan oleh pihak lain yaitu untuk kepentingan usaha tanpa izin, yang
seharusnya hal tersebut dapat dilakukan dengan sewa menyewa sehingga
pendapatan dapat masuk ke pendapatan BLUD, justru BLUD tidak
mendapatkan apapun. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
11 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (2) yang tersebut di atas telah disebutkan bahwa
SKPD terkait juga bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam rangka
menjaga ketertiban khususnya dalam hal ini adalah tertib aset. Maka sudah
seharusnya RSUD menertibkan para pedagang warung liar tersebut, entah
dengan penghentian kegiatan atau yang lainnya. Tetapi dalam hal ini
pemerintah daerah memilih kebijakan untuk merelokasi para pedagang
warung tersebut ke dalam pagar RSUD dr. Soedomo Trenggalek kemudian

selanjutnya untuk dilakukan sewa menyewa antara kedua belah pihak.

C. Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Tentang Penertiban Warung Liar di
Sekitar RSUD dr. Soedomo Trenggalek

Suatu peraturan disusun untuk ditaati agar terciptanya masyarakat yang

tertib dan teratur. Apabila peraturan dilanggar tentu akan menimbulkan

ketidakteraturan dalam masyarakat yang merupakan suatu ciri yang akan

membawa kepada kerusakan dan termasuk dalam perbuatan yang dzalim.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Kahfi ayat 59:

Ve 35 el tlarg 134l & 40T o2 i &l
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Artinya . “Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika
mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu
tertentu bagi kebinasaan mereka. »9%(Q.S. Al-Kahfi:59)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kita berbuat dzalim
maka Allah SWT tentu akan membinasakan kita dalam waktu tertentu.
Pelanggaran tertib aset yang dilakukan di sekitar RSDU dr. Soedomo ini tentu
saja perilaku yang dzalim karena tidak menggunakan izin dalam menempati
aset tersebut. Padahal Islam mengajarkan untuk senantiasa meminta izin
dalam menggunakan sesuatu. Ini adalah suatu aturan dalam Islam sehingga
kita tidak seenaknya melanggar hak yang menjadi milik orang lain sesuai

kaedah figh berikut:

o A el b st 51 45y 3 8

Artinya : “Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikian orang
lain tanpa izinnya.” (HR. Ahmad 5: 72)

Kegiatan yang memanfaatkan atau menggunakan tanah milik orang lain
tanpa izin meskipun hanya sejengkal, dilarang keras dalam Islam dan akan

memperoleh azab yang berlipat-lipat sesuai sabda Rasulullah SAW:

Go Vi 35 20 5 Qg — oy ade ) o 231 Erete 36 5 o e

% Q.S. Al-Kahfi:59. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: J-Art, 2005),
him. 300.
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Artinya: “Dari Sa’id bin Zaid ra. Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa
yang mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari Kiamat
tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis. (HR. Bukhari
Muslim) 7

Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memenuhi setiap perjanjian
dan kesepakatan. Bahkan ini menjadi ciri seorang muslim yang baik.

Rasulullahh SAW bersabda,

Ll sl 3 s 253 s by '§; (ibsrs e D5k A1

Artinya : “Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka
sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalal yang haram
atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud 3594, Turmudzi
1352, dan dishahihkan al-Albani).

Aturan mengenai ketertiban umum termasuk aturan yang kita sepakati,
yang telah dibahas dan disusun oleh mereka yang paham hukum, mewakili
masyarakat umum. Jika kita cermati hadis di atas merupakan perintah untuk
taat kepada ulil amri, Rasulullah SAW tidak menyebutkan syarat bahwa suatu
perintah itu harus ada dalilnya. Beliau hanya memberi catatan, selama tidak
dalam masalah maksiat peraturan yang ditetapkan harus ditaati. Sedangkan
jika diperintahkan dalam masalah maksiat, tidak boleh ditaati.

Islam sangat menekankan tentang pentingnya kemaslahatan umum.
Figh siyasah sendiri dimaknai sebagai upaya proses untuk menciptakan
kemaslahatan umum, dan tidak boleh mendatangkan mudarat yang

kebijakannya bertentangan dengan syariat Allah SWT. Maka dalam membuat

% Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim), Terj.
Ikhwanuddin Abdullah, dkk., (Jakarta, Ummul Qura, 2014), him. 771.
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peraturan serta kebijakan, pemimpin suatu negara harus sejalan dan
berpegang teguh dengan syariat Allah SWT.

Tindakan yang paling cepat ditempuh oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek dalam menghadapi pelaku pelanggaran terhadap tertib
aset di sekitar RSUD dr. Soedomo yaitu melakukan musyawarah dengan
pihak-pihak terkait yang telah dibuktikan dengan digelarnya rapat antara
Badan Keuangan Daerah, pihak RSUD dr. Soedomo serta kelurahan
setempat. Dalam rapat tersebut akhirnya menemukan titik terang yaitu
merelokasi para pedagang untuk dipindahkan ke dalam area pagar RSUD dr.
Soedomo. Hal ini sejalan dengan pilar-pilar siyasah syar’iyyah yaitu prinsip
musyawarah.

Di dalam firman Allah SWT surat As Syura ayat 38 dijelaskan :
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Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan
mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.”*® (Q.S As-Syura:38)

Avyat tersebut merupakan landasan kehidupan masyarakat muslim yang
mengisyaratkan bahwa umat Islam diharuskan untuk menyelesaikan

persoalan dengan bermusyawarah. Hal tersebut juga bertujuan agar pemimpin

% Q.S. As-Syura:38. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: J-Art, 2005),
him. 368.
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atau pejabat tidak bersikap absolut dengan menyalahgunakaan kewenangan
mereka untuk kepentingan pribadi serta membuat kebijakan yang tidak
menyengsarakan rakyatnya.

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat, inti
dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan
manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat
di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan
kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin
bertentangan dengan syariat.

Dalam hal ini kebijakan yang akan diambil yaitu relokasi para pedagang
tidak akan merugikan salah satu pihak justru kemaslahatan dan keadilan akan
dirasakan oleh kedua pihak yaitu pedagang tetap dapat melanjutkan usaha
untuk berjualan dengan keadaan yang terjamin sedangkan RSUD akan
memperoleh pendapatan dari hasil sewa menyewa tempat. Hal tersebut sesuai

dengan firman Allah SWT yang termuat dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 58:
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Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
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Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”®" (Q.S An-
Nisa’:58)

Upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Trenggalek sejauh ini tidak bertentangan dengan syariat-syariat Allah SWT
dibuktikan dengan beberapa penjelasan di atas yang masih sejalan dengan

prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah.

% Q.S. An-Nisa’ (9): 58. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: J-Art,
2005), him. 87.



